
 

 

 
 

BUPATI TANAH BUMBU 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 PENANDATANGANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka efektifitas dan miningkatkan pelayanan 
dalam pembuatan Dokumen Kependudukan di wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu serta serta untuk tertib penataan 
dan kelancaran administrasi dalam hal penandatanganan 

dokumen kependudukan perlu diatur dengan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penandatanganan Dokumen kependudukan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019); 

2. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

5. Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

 

 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674);  

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5080); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5216); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
98); 

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 



16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 

2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan 
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 
Nomor 40) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 

Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 

Nomor 12); 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANDATANGANAN 
DOKUMEN KEPENDUDUKAN. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara 

pemerintah daerah yang memimpin pekasanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah 
Bumbu. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tanah Bumbu. 



6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Tanah Bumbu. 

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.  

8. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing 

yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 

9. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh 

Pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari 
pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

BAB II 

TUJUAN 
 

Pasal 2 
Pengaturan Penandatanganan Dokumen Kependudukan bertujuan guna 
efetifitas dan kelancaran pelayanan serta tertib administrasi dalam pembuatan 

dokumen kependudukan. 
 

BAB III 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN 
 

Pasal 3 
(1) Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kependudukan berada pada 

Kepala Dinas; 

(2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, tetap atau melakukan 
tugas luar, dinas luar baik dalam daerah maupun luar daerah maka 

penandatanganan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris;  

(3) Apabila Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berhalangan 
sementara, tetap atau melakukan tugas luar, dinas luar baik dalam daerah 

maupun luar daerah maka penandatanganan dilakukan oleh Kepala 
Bidang yang membidangi. 

 

BAB IV 
TATA CARA PELIMPAHAN PENANDATANGANAN 

 
Pasal 4 

Tata cara pelimpahan penandatanganan dilakukan dengan membuat surat 

tugas, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk pelimpahan 
penandatanganan kepada Sekretaris dan/atau yang ditandatangani oleh 

Sekretaris kepada Kepala Bidang, sebelum melaksanakan perjalanan Dinas 
baik diluar atau dalam daerah atau hal-hal lain yang membuat pekerjaan 
penandatanganan dokumen kependudukan tidak dapat dilakukan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
 



Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini di tempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu. 

        
 

 
Ditetapkan di Tanah Bumbu 

       pada tanggal 12 Januari 2017 

 
       BUPATI TANAH BUMBU,  

 

 ttd 

 

       MARDANI  H. MAMING 

 

Diundangkan di Tanah Bumbu 

pada tanggal 12 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 

 ttd 

 

SAID AKHMAD 

BERITA  DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2016 NOMOR 3  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


